BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188

TENTANG

IZIN PEMAKATAN TANAH YANG DIKUASAT PEMERINTAI KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMONGAN,

...Kabupaten Lamongan................ tanggal .29 Desember 2009
Nomor Agenda 188/1%//.13.109/10... Perihal Permohonan Izin/Perpanjangan
[jin Pemakaian atas tanah yang dikuasai Pemerintah seluas ............... 175... M?

a.  Bahwa tanah yang dimohonkan adalah merupakan sebagian dari Tanah
Negara yang dikuasai oleh Pemerintah dengan hak pengelolaan ;

b.  Bahwa sehubungan Tanah Negara scbagaimana tersebut pasda huruf a -
tersebut, tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah yang

dimohonkan tersebut,- maka dipandang perlu untuk mengabulkan
permohonan Sdr. .. EDY SULISTIYO, Drse MePde . .. ... dengan

menctapkan dalam Keputusan Bupati.

I. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah —
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jaswa Timur ;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar — dasar Pokok
Agraria,

3. Undang - undang Nomor |1 Tahun 1974 tentang Pengairan ;

4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang — undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah :

5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan
— ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah :

8. Peraturan Dacrah Kabupaten DaerahTingkat 11 Lamongan Nomor 21
Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

9. Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lamongan. Nomor 24
Tahun 1998  sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan ;

10 Peraturan Dacrah Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Perubahan Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat 1T Lamongan
Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
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A,

LAMPIRAN o 1jin Pemakaian Tanah - tanah yang dikuasai oleh
J g
Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Nomor : 18%/
Tanggal

Bahwa setiap orang atau badan hukum dapat memakai, memanfaatkan atau mengelola
tanah setelah mendapat ijin dari Kepala Dacrah.

Bahwa pemberian [jin pemakaian, pemanfaatan atau pengelolaan tanah ini tidak ada
kaitannya dengan pemberian hak atas tanah, schingga tanah dimaksud sewaktu-waktu
dibutuhkan olch Pemerintah Dacrah untuk kepentingan umum: atau pemegang ijin
melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditctapkan dalam Surat [jin, maka Ijin
dapat dicabut sccara sepihak schelum batas waktu berlakunya habis dengan tanpa ganti
rugi ;

Pemegang Ijin berhak untuk memanfaatkan/memakai  tanah sesuai dengan jangka
waktu berlakunya ijin .

Pemegang ijin dalam memanfaatkan/memakai tanah berkewajiban untuk :
. memanfaatkan/memakai  tanah  dengan  scbaik-baiknya  sesuai  dengan
peruntukannya ;
2. membayar semua pajak  dan beban-beban  lain scbagai  akibat - dari
pemanfaatan/pemakaian tanah ;
mencegah timbulnya kerusakan tanah ;
memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan vang berlaku;
melakukan daftar ulang (herigistrasi) setiap tahun sekali ;
6. menyerahkan tanah yang dipakai dalam kcadaan baik kepada Pemerintah
Dacrah, apabila jangka waktu ijin telah habis atau tidak diperpanjang atau ijin
dicabut.

LAt

Pemegang ijin dilarang untuk :

I. mengalihkan scbagian atau scluruhnya tanah kepada pihak lain tanpa ijin
tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dacrah atau Pejabat ;
menterlantarkan tanah ;

(PSS

memakai,  memanfaatkan  atau mengelola  tarah  tidak  sesuai  dengan
peruntukannyva,

liin ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun  dan harus diperpanjang setiap tahun

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo harus dilakukan daftar
ulang.

BUPATI LAMONGAN
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